
SALINAN

PRESIOEN
REPU BLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BINTAN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas pengelolaan,
pengembangan, dan pembangunan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2OO7 ten.tang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan, perlu mengatur organisasi dan
tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;

bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan di Kawasan Industri Galang
Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi
kawasan ekonomi khusus berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal Bahan
Bakar Minyak dan Depot Liryefied Petroleum Gas (LPG)
PT Pertamina (Persero) di Tanjung Uban dikeluarkan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintalr Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;

b.

Mengingat :...
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O0O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13O,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7751;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4758);

MEMI/IUSKAN:

PEMTI.JRAN PEMERII.ITAH TEI{IANG PERI,JBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHI.JN 2OO7 TEMANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI,ABI.JHAN BEBAS
BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 108, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4758), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan. . .
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1. Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal I diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Bintan
ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh
puluh) tahun sejak diberlalmkannya Peraturan
Pemerintah ini.

(21 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dart
sebagian dari wilayatr Kawasan Industri Galang
Batang, serta seluruh Kawasan Industri
Maritim, dan Rrlau L,obam; dan

b. sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang
yang meliputi I(awasan Industri Senggarang
dan Kawasan Industri DomPak Darat;

(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayatt
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digambarkan
datam peta sebagaimana tercantum dalam L,ampiran
yang merupakan bagran tidak terpisatrkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa14...
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Pasal 4

(1) Susunan organisasi dan tata keq'a Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

(21 Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara..

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yalmi Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan
wewenangnya sampai dengan ditetapkan susunan
organisasi dan tata keg'a Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oli:tober 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Olrtober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 216

Sdinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERI.AN SEKRETARI.AT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perekonomian,

dan Perundang-undangan,

Djaman
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A

NOMOR 4I TAHUN 2OI7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TItf,IUN 2OO7

TENTANG I(AWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BINTAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintatr Nomor 47 Tahvn 2OO7 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, kawasan
Bintan yang meliputi sebagian dari wilayatr Kabupaten Bintan serta
seluruh faoi"san tndustri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri
Maritim, dan Pr.rlau Lobam serta sebagian dari wilayatr Kota Tartjung
Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri
Dompik Darat ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dart
Pelabuhan Bebas Bintan.

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas nintan belum sepenuhnya maksimal dibandingkan
dengan potensi dan minat investasi dari luar negeri dan dalam negeri yang

"rt p firrgg. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya dengan jelas

organisasi- dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Untuk itu perlu diatur ketenhran
mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusatraan
Kawisal Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Be!a1
dan ptUUuhan-Bebal Bintan setelatr mendapat persetujuan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang
pendayagunaan aparahrr negara.

Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Industri Galang
Batang yang semula selumh wilayahnya menrpakan bagian dari Kawasart
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, untuk 5g$n81an wilayatt
Kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan ditetapkan sebagai kawasan
ekonomi khusus berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Terhadap hal
tersebut perlu dilakukan perubahan atas lokasi Kawasan Perdagangart
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Di samping.

#
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Di samping itu wilayah untuk terminal Bahan Bakar Minyak dan
Depot Liquefied Petroleum Gas (LPG) PT Pertamina (Persero) di Tanjung
Uban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik (non ekspor)
dan merupakan fasilitas energi untuk mendukung ketahanan suplai dan
stok Bahan Bakar Minyak darr Liquefied Petroleum Gas nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan
penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal I
Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6129
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESI4,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDONESI.A
ti Bidang Perekonomian,

dan Perundang-undangan,

-.-7tl 

-

/r""rn " Djaman


